LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 17 TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Retribusi Jasa Umum telah
diatur dalam = Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 11
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Umum;

b. bahwa sehubungan dengan adanya
penambahan jenis layanan pada
RSUD Majalaya dan penghapusan
jenis layanan pada pelayanan pasar,
maka ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu diubah
dan disesuaikan;



c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 11 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun  1950)
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor

14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2003 tentang
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Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor
125,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor
59,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara  Pemerintah  Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia



10.

11.
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Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun
2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4849);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);



12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 44 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
1983 tentang Tarif Biaya Tera
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
1986 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomo 26 Tahun
1983 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3329);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983



16.

17.

18.

19.
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tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan

(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3527);

Peraturan Pemerintah Nomor 42
Tahun 1993 tentang Pemeriksaan
Motor di Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3528);

Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4578);



20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 79
Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor
165,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4594);

Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5164);



24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman  Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2007
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 17 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan
Kabupaten  Bandung (Lembaran

Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2007 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 20 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi
Dinas Daerah Kabupaten Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2007 Nomor 20)



29.

30.
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sebagaimana telah diubah beberapa
kali dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 23
Tahun 2012 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 20
Tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten
Bandung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2012
Nomor 23);

Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 5 Tahun 2008
tentang Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten  Bandung (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2008 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 25
Tahun 2009 tentang perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 5 Tahun 2008
tentang Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten  Bandung (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2009 Nomor 25);

Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 6 Tahun 2011
tentang Penataan Organisasi dan
Kelembagaan Rumah Sakit Umum
Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten
Bandung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2011
Nomor 6).
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31. Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 12 Tahun 2013
tentang Partisipasi Masyarakat Dan
Keterbukaan Informasi Publik Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Di
Kabupaten @ Bandung  (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2013 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2012 Nomor 11) diubah sebagai
berikut :
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Pasal 9 ayat (1), Besaran Retribusi
Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit
Umum Daerah Soreang dan Majalaya,
romawi IV, V, X dan XI diubah sehingga
Pasal 9 ayat (1), Besaran Retribusi
Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit
Umum Daerah Soreang dan Majalaya,
romawi IV, V, X dan XI berbunyi
sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39
berbunyi sebagai berikut :
Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 39

Struktur dan besarnya tarif Retribusi
Pelayanan Pasar ditetapkan dengan
rincian sebagai berikut:

a. Daftar Jenis dan Tarif Retribusi
Pelayanan Pasar
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Tarif Luas (Rp)

No Jenis Dagangan s/d 6 6s/d 12 s/d
m? 12 m? dst
(1) (2) (3) (4) (5)
1. | Sembako :
a. Padi (Beras), 3000 5000 6000
Palawija
b. Sayuran dan 3000 5000 6000
sejenisnya
c. Buah — Buahan 3000 5000 6000
d. Bumbu 3000 5000 6000
e. Minyak Kelapa 3000 5000 6000
dan sejenisnya
2. | Alat-alat Rumah
Tangga :
a. Barang 2000 3000 4000
Anyaman/Tikar
b. Gerabah alat-alat
dapur :
1). Tanah 2000 3000 4000
2). Logam, 2000 3000 4000
Keramik, Plastik
c. Meubelair/jenis 2000 3000 4000
alat rumah tangga
d. Barang elektronik 2000 3000 4000
e. Alat-alat 2000 3000 4000
pertanian
(cangkul, pecok
dan sejenisnya)
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(1) (2) (3) (4) (5)
3. | Daging :
a. Ternak Unggas 3000 5000 6000
b. Daging/Ternak 3000 5000 6000
/ Ikan/Telur
dan sejenisnya
4. | Sandang :
a. Kain dalam 2000 3000 4000
segala bentuk
b. Sepatu, sandal 2000 3000 4000
dan sejenisnya
5. | Warung :
a. Warung 2000 3000 4000
makan/minum
b. Roti/kue-kue 2000 3000 4000
jajanan
c. Obat-obatan/
jamu 2000 3000 4000
6. | Perhiasan :
a. Barang emas :
1). Tukang 3000 5000 6000
emas
2). Toko emas 3000 5000 6000
b. Barang perak 3000 5000 6000

dan sejenisnya
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Kayu, Bambu dan
sejenisnya

2000

3000

4000

Bunga-bungaan
dan sejenisnya

2000

3000

4000

Rokok :
a. Rokok

b. Tembakau dan
sejenisnya

2000

3000

4000

10.

Tukang
Kulit/Penjahit/Ar
loji dan
sejenisnya

2000

3000

4000

11.

Sepeda dan
sejenisnya

2000

3000

4000

12.

Perkantoran/
Gudang

3000

4000

5000

13.

Lain-lain

2000

3000

4000
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b. Daftar Jenis dan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

Jenis Fasilitas Tarif per Tarif
No . Rp per Rp
Layanan Pasar Hari
Tahun
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.| Bongkar muat
barang:
a. Mobil besar Per mobil | 4000
b. Mobil kecil Per mobil | 3000

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 22 Juli 2013
BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER



16

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 22 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,
ttd
SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2013 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
DICKY ANUGRAH, SH. M.SI

Pembina
NIP.19740717 199803 1 003




